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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komisi pemberatas korupsi (KPK) sejatinya menjadi garda terdepan 

dalam menuntaskan persoalan korupsi yang ada di Indonesia sebagai sumber 

masalah yang sukar untuk dihadapi. Hal itu tidak lain karena objek yang di 

awasi bukanlah rakyat biasa melainkan para pejabat negara yang memiliki 

kekuasaan serta perlindungan hukum. Sehingga tidak semata-mata dapat 

dengan mudah diusut melalui presedur yang seharusnya melainkan terdapat 

tekanan kuat yang timbul dari objek yang diperiksa.  

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai Lembaga 

independent dianggap dapat tergoyahkan dengan beberapa aspek yang terdapat 

dalam undang-undang tersebut. Dalam aspek tersebut dijelaskan bahwa 

kedudukan KPK berada pada cabang eksekutif yang sebelumnya merupakan 

lembaga ad hoc independent. Sehingga dengan adanya perubahan kedudukan 

tersebut berdampak pada status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil 

Negara (ASN). 

Revisi undang-undang tersebut merupakan cermin politik hukum negara 

tentang arah kebijakan pemberantasan korupsi di masa depan. Politik hukum 

merupakan landasan kebijakan penyelenggaran negara dalam bidang hukum 

yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai nilai yang 

berlaku di masyarakat guna mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. 

Prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan amanat 

terpenting gerakan reformasi pada saat menumbangkan rezim orde baru yang 

dianggap sarat akan korupsi, kolusi dan nepotisme. Amanat gerakan reformasi 

1998 mendambakan kehadiran negara yang bebas dari korupsi, 
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kolusi dan nepotisme yang kemudian dituangkan dalam konsensus bersama berupa 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) 

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR tersebut masih sampai saat ini masih 

berlaku dan dijadikan sebagai dasar “mengingat” dalam pembentukan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.1 

Dewan Pengawas KPK merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengawal 

tugas serta wewenang KPK.  Pembentukan Dewan Pengawas KPK tertuang dalam 

tujuh pasal khusus, yaitu Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, 

Pasal 37F, dan Pasal 37G. Dewan Pengawas KPK juga berwenang dalam beberapa 

hal diantaranya memberikan izin atau tidaknya KPK dalam melakukan 

penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.  

Beberapa kalangan mengaggap bahwa kewenangan Dewan Pengawas KPK 

justru menyunat serta mengahambat kefektifan KPK dalam melakukan tugasnya 

dalam memberantas korupsi. Pemberian izin dari Dewan Pengawas KPK rentan 

disalahgunakan oleh kalangan oknum yang menjadi objek oprasi ataupun pihak 

yang membantu menutupi jalannya oprasi yang dilakukan oleh KPK. 

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terdapat 

beberapa pasal yang dilakukan perubahan mengenai tugas dan wewenang DPKPK 

dan KPK, diantaranya Pasal 1 ayat 3 terkait penggunaan hukuf kapital karena 

dianggap akan mereduksi makna pemberantasan korupsi, Pasal 12B ayat (1) dan 

47 ayat (1) yang berkaitan dengan melakukan izin tertulis dalam melakukan 

penyadapan menjadi hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas.  

Selain hal tersebut terdapat prosedur yang dapat membebankan KPK, yaitu 

dengan adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh KPK yang telah 

 
1 Yulianto, Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi, 

Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020, hlm 112 
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selesai melakukan penyadapan yang harus dilaporkan pada pimpinan KPK serta 

Dewan Pengawas KPK dalam kurun waktu maksimal 14 hari.  

Dengan adanya ketentuan pasal 40 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Komisi 

Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap 

perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai 

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”  

Hal itu menjadi jalan pintas bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk 

meloloskan dirinya dari segala tuntutan dengan berbagaicara dalam hal mengulur 

waktu. Karena tidak sedikit para pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi 

buronan dengan cara mengasingkan diri ke luar negeri yang itu justru mempersulit 

petugas KPK dalam menangani kasus serta memerlukan waktu yang cukup lama 

dalam menyelesaikan kasusnya karena disodori dengan beberapa procedural. 

Ketentuan tersebut menjadi kelemahan dan perlu dipertimbangkan serta 

ditinjau ulang karena alasan waktu mengakibatkan bebasnya para tindak pidana 

korupsi yang seharusnya dilakukan sanksi pidana sebagaimana mestinya. 

Seharusnya Dewan Pengawas KPK bertindak dalam ruang lingkup kode etik yang 

dilakukan oleh KPK bukan pada kewenangan yang ada pada KPK. 

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut maka penulis 

menganggap perlu adanya penelitian lanjut terkait dengan Kedudukan Dan 

Fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan 

Implikasinya Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk Pasca 

Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, 

sehingga diharapkan dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada. 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 
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1. Bagaimana Dinamika Kelembagaan dan Kewenangan KPK di Indonesia? 

2. Bagaimana Keberadaan Dewan Pengawas KPK dalam Mengawasi Tugas dan 

Wewenang KPK Sebelum dan Sesudah Perubahan Kedua Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002? 

3. Bagaimana Implikasi Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas KPK 

terhadap Kewenangan KPK dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi di 

Indonesia? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Dinamika Kelembagaan dan 

Kewenangan KPK di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Keberadaan Dewan Pengawas KPK 

dalam Mengawasi Tugas dan Wewenang KPK Sebelum dan Sesudah 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nonor 30 Tahun 2002. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Kedudukan Dan Fungsi 

Dewan Pengawas KPK terhadap Kewenangan KPK dalam Menangani Tindak 

Pidana Korupsi di Indonesia. 

 

D. Kerangka iPemikiran 

Dalam imelakukan isuatu ipenelitian itentu imemerlukan ipisau ianalisis iuntuk 

imembedah isuatu ipersoalan imaka idari iitu idalam ipenelitian iini ipenulis 

imenggunakan ibeberapa iteori iyang idianggap ibisa imenjadi ipisau ianalisis, 

idiantaranya iyaitu iteori inegara ihukum i(grand itheory), iteori iorgan i(middle itheory), 

idan iteori ikewenangan i(apply itheory). 

1. Teori iNegara iHukum 

Ide inegara ihukum isesungguhnya itelah ilama idikembangkan ioleh ipara 

ifilsuf idari izaman iYunani iKuno.2
 i

Pada idasarnya igagasan inegara ihukum 

 
2

 iJimly i Asshiddiqie, i iHukum i iTata i Negara i idan i Pilar-Pilar i iDemokrasi, i i(Jakarta: i iSinar 
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idikemukakan ioleh iPlato idengan ikonsep imomoi. iDalam imomoi iPlato 

imengemukakan ibahwa ipenyelenggaraan inegara iyang ibaik iadalah iyang 

ididasarkan ipada ipengaturan i(hukum) iyang ibaik.3 iUntuk iitu, ikekuasaan 

iharus idipegang ioleh iorang iyang imengetahui ikebaikan, iyaitu iseorang ifilosof 

i(The iPhilosopher iKing). iNamun, idalam ibukunya iThe iStatesman idan iThe 

iLaw, iPlato imenyatakan ibahwa iyang idapat idiwujudkan iadalah ibentuk ipaling 

ibaik ikedua i(The iSecond iBest) iyang imenempatkan isupremasi ihukum. 

iPemerintahan iyang imampu imencegah ikemerosotan ikekuasaan iseseorang 

iadalah ipemerintahan ioleh ihukum. i 

Senada idengan iPlato, itujuan inegara imenurut iAristoteles iadalah iuntuk 

imencapai ikehidupan iyang ipaling ibaik i(The iBest iLife iPossible) iyang idapat 

idicapai idengan isupremasi ihukum. iHukum iadalah iwujud ikebijaksanaan i 

ikolektif iwarga inegara i i(collective iwisdom) isehingga iperan iwarga inegara 

idiperlukan idalam ipembentukannya.4 

Konsep inegara ihukum imodern idi iEropa iKontinental idikembangkan 

idengan imenggunakan iistilah iJerman, iyaitu irechtstaat, iantara ilain ioleh 

iImmanuel iKant, iPaul iLaban, iJulius iStahl, iFichte. iAdapun idalam itradisi 

iAnglo iAmerika ikonsep inegara ihukum idikembangkan idengan isebutan iRule 

iof iLaw iyang idipelopori ioleh iA.V. iDicey. iSelain iitu, ikonsep inegara ihukum 

ijuga iterkait idengan iistilah inomokrasi i(nomocratie) iyang iberarti ipenentu 

idalam ipenyelenggaraan ikekuasaan inegara iadalah ihukum. iMenurut iStahl, 

ikonsep i negara i hukum i yang i disebut i dengan i istilah i rechstaat 

i mencakup iempat ielemen ipenting, iyaitu:5 

 
i Grafika, i2015), ihlm. i129. 

3
 iUu iNurul iHuda, iHukum iPartai iPolitik idan iPemilu idi iIndonesia i(Bandung: iFokus iMedia, i2018), 

ihlm. i84. 
4

 iSabine, i iGeorge i iH., i iA i iHistory i iof i iPolitical i i Theory, i iThird i iEdition, i i(New i iYork-

Chicago-San iFransisco-Toronto-London; i Holt, iRinehart i i and iWinston,) i 1961, i35-86 idan i88-

105. 
5

 iJimly i Asshiddiqie, i Konstitusi i dan i Konstitusionalisme i iIndonesia, i (Jakarta: i Sinar 
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a. Perlindungan ihak iasasi imanusia; 

b. Pembagian ikekuasaan; 

c. Pemerintahan iberdasarkan iundang-undang; 

d. Peradilan itata iusaha inegara. 

Adapun i A.V. i Dicey i menyebutkan i tiga i ciri i penting i The i Rule i of 

i Law, iyaitu:6 

a. Supremacy iof iLaw; 

b. Equality ibefore ithe iLaw; 

c. Due iProcess iof iLaw. 

International i iCommission i iof i iJurist i imenentukan i ipula i isyarat-

syarat irepresentative igovernment iunder ithe irule iof ilaw, isebagai iberikut:7 

a. Adanya iproteksi ikonstitusional; 

b. Adanya ipengadilan iyang ibebas idan itidak imemihak; 

c. Adanya ipemilihan iumum iyang ibebas; 

d. Adanya ikebebasan iuntuk imenyatakan ipendapat idan iberserikat; 

e. Adanya itugas ioposisi; 

f. Adanya ipendidikan icivic. 

Prinsip-prinsip inegara ihukum iselalu iberkembang iseiring idengan 

iperkembangan imasyarakat idan inegara. iUtrecht imembedakan idua imacam 

inegara ihukum, iyaitu inegara ihukum iformil iatau inegara ihukum iklasik, idan 

inegara ihukum imateriil iatau inegara ihukum imodern. iNegara ihukum iformil 

imenyangkut ipengertian ihukum iyang ibersifat iformil idan isempit, iyaitu idalam 

iarti iperaturan iperundang-undangan itertulis. iTugas inegara iadalah 

imelaksanakan iperaturan iperundang-undangan itersebut iuntuk imenegakkan 

iketertiban. iTipe inegara itradisional iini idikenal idengan iistilah inegara ipenjaga 

imalam. iNegara ihukum imateriil imencakup ipengertian iyang ilebih iluas idi 

idalamnya, itermasuk ikeadilan. iTugas inegara itidak ihanya imenjaga iketertiban, 

i i tetapi i juga imencapai i kesejahteraan i rakyat isebagai ibentuk ikeadilan 

 
i Grafika), i 2017, i125. 

6
 iDicey, i A.V., i Introduction i to i the i Study i of i the i Constitution, i Tenth i Edition, i (London: 

i Macmillan 

Education i LTD), i1959. 
7

 iSri iSoemantri, i Tentang i Lembaga-Lembaga i iNegara iMenurut i UUD i1945, iCetakan i VI, 

i(Bandung: iCitra iAditya iBakti), i1989, i12-13. 
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i(welfarestate).8 

Berdasarkan iberbagai iprinsip inegara ihukum iyang itelah idikemukakan 

itersebut idan imelihat ikecenderungan iperkembangan inegara ihukum imodern 

iyang imelahirkan iprinsip-prinsip ipenting iuntuk imewujudkan inegara ihukum, 

imaka iterdapat i12 iprinsip ipokok isebagai ipilar-pilar iutama iyang imenyangga 

iberdirinya inegara ihukum. iDiantaranya iadalah isebagai iberikut:9 

a. Supremasi ihukum; 

b. Persamaan idalam ihukum; 

c. Asas ilegalitas; 

d. Pembatasan ikekuasaan; 

e. Organ-organ ipenunjang iyang iindependen; 

f. Peradilan ibebas idan itidak imemihak; 

g. Peradilan itata iusaha inegara; 

h. Mahkamah iKonstitusi; 

i. Perlindungan ihak iasasi imanusia; 

j. Bersifat idemokratis; 

k. Berfungsi isebagai isarana imewujudkan itujuan ibernegara; 

l. Transparansi idan ikontrol isosial. 

Perkembangan iprinsip-prinsip inegara ihukum itersebut idipengaruhi ioleh 

isemakin ikuatnya ipenerimaan ipaham ikedaulatan irakyat idan idemokrasi 

idalam i i kehidupan i i bernegara i i menggantikan i i model-model i i tradisional. 

iPrinsip-prinsip inegara ihukum i(nomocratie) idan iprinsip-prinsip ikedaulatan 

irakyat i(democratie) idijalankan isecara iberiringan isebagai idua isisi idari isatu 

imata iuang. i 

Paham inegara ihukum iyang idemikian idikenal isebagai inegara ihukum 

iyang idemokratis i(democratische irechtsstaat) iatau idalam ibentuk 

ikonstitusional idisebut iconstitutional idemocracy. iHukum idibangun idan 

iditegakkan imenurut iprinsip-prinsip idemokrasi. iHukum itidak iboleh idibuat, 

iditetapkan iditafsirkan, idan iditegakkan idengan itangan ibesi iberdasarkan 

ikekuasaan isemata i(machsstaat). iSebaliknya, idemokratis iharuslah idiatur 

 
8

 iUtrecht, i Pengantar i Hukum i Administrasi i Negara i Indonesia, i (Jakarta: i Ichtiar), i 1962, i9. 
9

 iJimly iAsshiddiqie, i Hukum iTata iNegara i dan iPilar-Pilar i Demokrasi, i 132. 
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iberdasarkan iatas ihukum. iPerwujudan igagasan idemokrasi imemerlukan 

iinstrumen ihukum iuntuk imencegah imunculnya imobrokasi, iyaitu isuatu 

ibentuk ipemerosotan idari idemokrasi iyang imengancam ipelaksanaan 

idemokrasi iitu isendiri. 

Menurut iMahfud iM.D iIndonesia imengambil ikonsep iprismatik iatau 

iintegratif idari ikonsepsi inegara ihukum, iantara irechtstaats idan ithe irule iof ithe 

ilaw. iPrinsip ikepastian ihukum ipada irechstaats idisejajarkan idengan iprinsip-

prinsip ithe irule iof ithe ilaw, iyang ibermura ipada ihak iasasi isetiap imanusia 

iIndonesia. iBerdasarkan ipandangan iMahfud iMD itersebut, ibahwa isistem 

ihukum iyang iterkandung idalam iPancasila iadalah isistem iyang ilekat idengan 

iIndonesia, iyang idimana, isistem itersebut idiambil idari isetiap isegi iterbaik idari 

ikedua isistem ihukum itersebut. iDi isisi iyang iberbeda isistem iitu ijuga 

imenghendaki ipenegakan ihukum ipada itiap-tiap ikeadilan isubstansial idengan 

imemegang iaturan-aturan ihukum iformal. 

Guna imendukung iketerwujudan isistem inegara isebagaimana iyang itelah 

idimaksud, iprinsip ipokok inegara ihukum ibaiknya ibenar-benar iperlu 

iditerapkan. iJimly idalam ibukunya itelah imenerangkan i13 iprinsip inegara 

ihukum iyang imerupakan ipenggabungan idari ikonsep irechtstaats idan ithe irule 

iof ilaw, iyaitu: 

a. Supremasi ihukum; 

b. kesejajaran ihukum; 

c. Asas iLegalitas; 

d. Pembatasan ikekuasaan isebagaimana itertuang idalam iUndang-Undang 

iDasar; 

e. Aktifnya iorgan iindipenden iyang isaling immberi ikendali; 

f. Prinsip ikeadilan iyang isebenar-benarnya iadil itanpa ikeberpihakan; 

g. Adanya iusaha iPeradilan iTata iUsaha iNegara; 

h. Adanya iupaya iperadilan itatanegara; 

i. Adanya ijaminan idan/atau iketerlindungan iHAM; 

j. Demokratis; 

k. Memiliki iperan isebagai isarana iuntuk imencapai itujuan inegara; 

l. Terdapatnya ipers iyang ibebas idan ipengelolaan ikekuasaan iyang 

itransparan ijuga iakuntabel idengan isistem imekanisme ikontrol isosial; 
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m. Ketuhanan iYang iMaha iEsa. 

Penerapan idua isistem ihukum iini idi iIndonesia iditimbulkan ikarena 

imeningginya idinamika isosial imasyarakat iyang imenghendaki ipenerapan 

ihukum iyang imencerminkan ikepastian ihukum, ikeadilan, idan ikemanfaatan. 

iPada isatu isisi iyag iberbeda, iyang ijuga iterkait idengan inegara ihukum, ibeberapa 

itokoh iEropa iKontinental itelah imengembangkan irechsstaat isejak ilama. iAkan 

itetapi, isebagaimana ikonsep idan ipola iterdahulu, ipola idan ikonsep inegara 

ihukum iini ipun imasih imemiliki ikelemahan. iOleh ikarena ialasan itersebut, 

iakulturasi ikonsep iAnglo iSaxon idapat idilakukan idan imenjadi ijalan iterbaik 

imengembangkan ikonsep inegara ihukum itanpa imenghilangkan iunsur-unsur 

iyang iterdapat ipada irechsstaat.10 

2. Teori Organ 

Pemahaman kekuasaan negara tidak lepas dari konsep organ negara 

selaku Lembaga pelaksana kekuasaan negara. Setiap organ negara 

mempunyai kewenangan yang diatur dalam konstitusi.11 Dalam teori organ, 

negara dipandang sebagai suatu organisme. Lembaga-lembaga negara yang 

ada dalam suatu negara dikenal dengan alat perlengkapan negara (Die 

Staatsorgane). Alat perlengkapan negara dibentuk untuk menjalankan fungsi-

fungsi negara. Pelaksanaan fungsi-fungsi, sepertiwetgeving (legislatif), 

Uitvoering (eksekutif) dan rechstpraak (yudikatif), menentukan persyaratan 

yang berbeda-beda kepada organ-organ (badan-badan atau lembaga-lembaga) 

tersebut, sehubungan dengan kehidupan masyarakat yang intern dan ekstern.12 

Berdasarkan beberapa pengertian yang diperoleh dari Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (untuk lembaga), Kamus Hukum Fockema Andreae (untuk 

orgaan) dan pendapat Hans Kelsen (untuk organ), serta Black’s Law 

 
10

 iMohammad iSigit iGunawan, iRekonstruksi iNegara iHukum iPancasila iDalam iPenyelenggaraan 

iKekuasaan iDi iIndonesia iBerdasarkan iUud i1945, iSyntax iLiterate i: iJurnal iIlmiah iIndonesia, iVol. i3, 

iNo i2 iFebruari i2018. iHlm i2 
11 Uu Nurul Huda, Hukum Lembaga Negara (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), hlm. 38. 
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Dictionary (untuk body), HAS Natabaya mengambil kesimpulan bahwa istilah 

badan (body), organ (organ atau orgaan), dan lembaga mempunyai makna 

yang esensinya kurang lebih sama. Oleh karena itu, untuk bidang hukum, 

ketiganya dapat digunakan untuk menyebutkan suatu organisasi yang tugas 

dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu “organ negara”, 

“badan negara” atau “lembaga negara”. Namun demikian ditekankan perlunya 

konsistensi penggunaan istilah agar tidak digunakan dua istilah untuk maksud 

yang sama. 

Menurut Hans Kelsen, whoever fulfills a function determined by the legal 

order is an organ.13 Jimly Asshiddiqie membedakan hal tersebut, walau 

diakui bahwa keduanya merupakan unsur pokok yang saling berkaitan. Organ 

adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya. Organ adalah 

status bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm), sedangkan functie adalah 

gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Fungsi, menurut C.S.T 

Kansil dan Christine S.T. Kansil, ialah suatu lingkungan kerja dalam 

hubungan dengan keseluruhannya dan tidak terlepas satu sama lain selaku 

bagian-bagian untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, fungsi menentukan 

kedudukan suatu badan. Satu fungsi dapat dipegang oleh satu badan atau lebih 

dan sebaliknya, beberapa fungsi dapat dipegang oleh satu badan. 

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik 

apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu 

sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai 

kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan kedudukan, peran, 

kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.14 

Hubungan antar lembaga negara merupakan hubungan kerjasama antar 

institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. 

 
13 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russel & Russel, 1961) hlm. 192 
14 Uu Nurul Huda, Hukum Lembaga Negara, OP.Cit., hlm. 145. 



11 
 

 
 

Tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara adalah selain untuk 

menjalankan fungsi negara juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan 

secara aktual. Secara normatif anatar lembaga-lembaga negara harus tercipta 

mekanisme check and balances. Lembaga-lembaga negara tersebut harus 

bekerja sama, sinergi dalam menjalankan pemerintahan. Walaupun antar 

lembaga mempunya wilayah kekuasaan dan kewenangan yang berbeda-beda, 

namun penting untuk saling mengawasi dan saling mengontrol serta 

mengimbangi kekuasaan atau menghindari dominasi baik itu dari eksekutif, 

legislatif maupun yudikatif. 

Adanya check and balances berdampak positif karena mencegah 

dominasi dari salah satu lembaga. Masing-masing lembaga harus 

membedakan antar tugas kewenangan sendiri dan tugas kewenangan yang 

berhubungan dan berimplikasi terhadap lembaga lain, sehingga masing-

masing lembaga bisa mengambil keputusan yang sesuai. Adanya kepercayaan 

yang tertanam terhadap masing-masing lembaga dan tidak mencurigai sangat 

penting. Namun rasa kepercayaan dan kekeluargaan tidak boleh menjadi 

alasan lembaga tersebut takut atau segan jika memang ada penyimpangan 

yang terjadi.15 

3. Teori Kewenangan 

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah 

wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan  

dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum belanda. Memnurut 

Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah 

kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada 

karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum 

publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum, istilah 

 
15 Ibid, hlm. 148–49. 



12 
 

 
 

kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum 

publik.16 

Menurut Nur Basuki kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan 

hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat 

publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban 

publik.17 

Ateng Syarifudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara pengertian 

kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan 

formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-

undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari 

kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (recstsbe 

voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup 

wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat 

keputusan perintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka 

pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang 

utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan 

demikian, secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-

akibat hukum.18 

Perkembangan wewenang pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik 

tugas yang dibebankan kepadanya.19 Wewenang sebagai konsep hukum 

publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar 

hukum dan konformitas hukum.20 

 
16 Ibid, hlm. 33. 
17 Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi (Yogyakarta: 

Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65. 
18 Ibid, hlm. 33-34. 
19 Lukman Hakim, Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia (Malang: Program 

Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2010), hlm. 48. 
20 Winanrno, hlm. 66. 
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1) Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan 

untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. 

2) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan 

dasar hukumnya. 

3) Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang 

yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk 

jenis wewenang tertentu). 

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu 

lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, 

Delegatifdan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:21 

1) Kewenangan Atribut 

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya 

pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang- undangan. Dalam 

pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri 

oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap 

kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat 

berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan 

dasarnya. 

2) Kewenangan Delegatif  

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ 

pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-

undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan 

tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan 

beralih pada delegataris. 

3) Kewenangan Mandat  

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari 

proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi 

kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat 

 
21 Ibid, hlm. 70-75. 
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terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang 

secara tegas. 

 

E. Penelitian iTerdahulu 

Untuk imembedakan ipenelitian iyang idilakukan ipenulis imaka iperlu idilakukan 

ibeberapa ikajian imengenai ipenelitian iterdahulu iyang iobjek ipenelitiannya isama 

itetapi isubstansinya iberbeda, idiantaranya iyaitu: 

1. Uu iNurul iHuda, i"Penataan iPola iHubungan iKewenangan iKPK iDengan iPolri 

iDan iKejaksaan iDalam iPenegakkan iHukum iPemberantasan iKorupsi 

iMenurut iSistem iKetatanegaraan iIndonesia" i(Bandung: iDisertasi iUNPAD, 

i2016)22. iHasil ipenelitian iini iyaitu iterdapatnya itumpang itindih ikewenangan 

iserta iketidak iseimbangan idari iketiga ilembaga ipenegak ihukum ipemberantas 

ikorupsi, iserta iharus iadanya iperbaikan ikewenangan imengenai iketiga ilembaga 

ipenegak ihukum itersebut. iTerdapat iusulan ipembentukan iDewan iPengawas 

idalam imenangani ipermasalahan ikode ietik iKPK. 

2. Yulianto, iPolitik ihukum irevisi iundang-undang iKPK iyang imelemahkan 

ipemberantasan ikorupsi, iJurnal iCakrawala iHukum, iVolume i11 iNo. i1 iApril 

i202023. iHasil idari ipenelitian iini iyaitu ipelemahan iKPK iterlihat ijelas idari 

istatus idan ikedudukannya idari iindependi imenjadi irumpun ieksekutif, 

ikeberadaan idewan ipengewas idengan ikewenangan iprojustitia iyang iluas, 

iketerbatasan isumber idaya ipenyidik iserta ipemangkasan isejumlah 

ikewenangan ipenindakan iKPK. 

3. Madaskolay iViktoris iDahoklory idan iMuh iIsra iBil iAli, iMenyoal iUrgensi iDan 

iProsedur iPembentukan iRevisi iUndang-Undang iKomisi iPemberantasan 

 
22

 iUu iNurul iHuda, i"Penataan iPola iHubungan iKewenangan iKPK iDengan iPolri iDan iKejaksaan 

iDalam iPenegakkan iHukum iPemberantasan iKorupsi iMenurut iSistem iKetatanegaraan iIndonesia" 

i(Bandung: iDisertasi iUNPAD, i2016) 
23

 iYulianto, iPolitik ihukum irevisi iundang-undang iKPK iyang imelemahkan ipemberantasan 

ikorupsi, iJurnal iCakrawala iHukum, iVolume i11 iNo. i1 iApril i2020 
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iKorupsi, iPerspektif iVolume i25 iNomor i2 iTahun i202024. iHasil ipenelitian iini 

iyaitu iProsedur iPembentukan iUndang-Undang idalam ihal iini iRevisi iUU iKPK 

itidak imelalui iprosedur iatau itahapan-tahapan isebagaimana idiatur idalam i“UU 

iNo. i15 iTahun i2019” iantara ilain, itahapan iperencanaan, ipenyusunan, 

ipembahasan, ipengesahan iatau ipenetapan, idan ipengundangan isehingga 

imengakibatkan iterdapat ibanyak isekali ikesalahan-kesalahan idan ikecacatan 

iyuridis idalam irevisi iUU iKPK. 

4. Chandra iBayu, iTransformasi iKelembagaan iKPK: iUU iKPK iSebagai 

iKebijakan iPencegahan iKorupsi idi iIndonesia, iDinamika iSosial iBudaya, iVol 

i23, iNo.1, iJuni i202125: iHasil idari ipenelitian iini iyaitu iAgar iKPK itidak imenjadi 

ilembaga iyang isuperpower, imaka iperlu iadanya ipengawasan iterhadap 

ilembaga iKPK iitu isendiri, ihal iini imenjadi isalah isatu ifaktor iyang 

imelatarbelakangi irevisi iUU iKPK. iOleh ikarena iitu, ipembentukan iDewan 

iPengawas iKPK idiharapkan idapat imeminimalisir ipeluang iKPK imenjadi 

ilembaga iyang isuperpower, isekaligus iuntuk imemastikan isegala iprosedur 

ikegiatan idalam iKPK iberjalan idengan ibaik. iDalam ipenelitian iini ijuga 

imenjelaskan iefektif iserta idampak idari iadanya idewan ipengawas iKPK iyang 

idiharapkan imenjadi ipenjaga ikeseimbangan iterhadap ipenegakkan ihukum 

iyang idilakukan ioleh iKPK. 

 

F. Langkah-Langkah iPenelitian 

Untuk imemperoleh idata iyang idiperlukan idalam imenyusun ipenelitian iini, 

ipenulis imenggunakan ilangkah-langkah ipenelitian isebagai iberikut i: 

1. Pendekatan idan iMetode iPenelitian 

 
24

 iMadaskolay iViktoris iDahoklory idan iMuh iIsra iBil iAli, iMenyoal iUrgensi iDan iProsedur 

iPembentukan iRevisi iUndang-Undang iKomisi iPemberantasan iKorupsi, iPerspektif iVolume i25 iNomor 

i2 iTahun i2020 
25Chandra iBayu, iTransformasi iKelembagaan iKPK: iUU iKPK iSebagai iKebijakan iPencegahan 

iKorupsi idi iIndonesia, iDinamika iSosial iBudaya, iVol i23, iNo.1, iJuni i2021. 

 



16 
 

 
 

Pendekatan iyang idigunakan iPendekatan iyuridis inormatif, iyaitu 

ipenelitian iyang imenekankan ipada iilmu ihukum. iHal iini idilakukan idengan 

imengkaji idan imenguji isecara ilogis iaspek ihukum idalam iindepedensi 

ikewenangan iKPK idalam ipemberantasan ikorupsi. iPendekatan iSosiologis, 

iyaitu imenggambarkan ibahwa iperaturan iyang idi ibentuk iuntuk imemenuhi 

ikebutuhan imasyarakat idalam iberbagai iaspek. iPendekatan i iFilosofis, iyaitu 

isebagai ipertimbangan iatau ialasan iyang imenggambarkan ibahwa iperaturan 

iyang idi ibentuk imempertimbangkan ipandangan ihidup, ikesadaran idan icita 

ihukum iyang imeliputi isuasana ikebatinan idan ifalsafah ibangsa iIndonesia iyang 

ibersumber idari iPancasila idan iUUD i1945. iKesemua iitu ibertujuan iuntuk 

imenemukan ihukum idalam ikenyataan i(In-Concreto).26 

Sebagai isebuah ikarya iilmiah iyang iharus idapat idipertanggung ijawabkan 

isecara iintelektual, imaka ipasti ikarya iilmiah iini idibuat idengan imenggunakan 

isebuah imetodologi ipenelitian ikarena icara ikerja ikeilmuan isalah isatunya 

iditandai idengan ipenggunaan imetode. iDalam ibahasa iInggris imetode idisebut 

idengan imethod, ibahasa iLatin idisebut idengan imethodus, idan idalam ibahasa 

iYunani imetode idisebut idengan imethodos, imeta iberarti isesudah, idiatas, 

isedangkan ihodus i i i iberarti isuatu ijalan, isuatu icara). iVan iPeursen 

imenerjemahkan ipengertian imetode isecara iharfiah, imula-mula, imenjadi: 

ipenyelidikan iatau ipenelitian iberlangsung imenurut isuatu irencana itertentu.27 

Penelitian i i i adalah i i i sebagai i i i suatu i i i usaha i i i untuk i i i mengemukakan, 

imengembangkan, idan imenguji ikebenaran isuatu ipengetahuan iyang idilakukan 

isecara imetodologis idan isistematis. iMetodologis iberarti idengan 

imenggunakan imetode-metode iyang ibersifat iilmiah, isedangkan isistematis 

 
26)Ronny iHanitijo, i“Metodologi iPenelitian iHukum idan iJurimetri,” iGhalia iIndonesia, iJakarta, 

i1988, ihlm.22. 
27

 iJohny i Ibrahim, i iTeori i dan i Metodologi i iPenelitian i iNormatif, i i(Malang: i iBayumedia i 

iPublishing), i2010, i26. 
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iberarti i sesuai i dengan i pedoman i atau i aturan i penelitian i yang i berlaku i untuk 

isuatu ikarya iilmiah.28 

Berkenaan idengan ikarya iilmiah idi ibidang ihukum, iSatjipto iRahardjo29 

i
menegaskan ibahwa isetiap iorang idapat imenggunakan imetode iyang isesuai 

idengan ipilihannya, iasalkan ipilihan iitu iditerapkan isecara ikonsekuen. 

iMisalnya, iapabila imemilih imelihat ihukum isebagai iperwujudan idari inilai- 

inilai itertentu, imaka imenurut ibeliau ipilihan itersebut iakan imembawa 

ikonsekuensi ikepada ipenggunaan imetode iyang ibersifat iidealis. iSedangkan, 

ijika imemilih iuntuk imelihat ihukum isebagai isuatu isistem iperaturan-peraturan 

iyang iabstrak, imaka iperhatiannya iakan iterpusat ipada ihukum isebagai isuatu 

ilembaga iyang ibenar-benar iotonom idan ikonsekuensinya iadalah ipenggunaan 

imetode i normatif. i Sementara i bagi i orang i yang i memahami i hukum i sebagai 

ialat i i untuk i i mengatur i i masyarakat, i i maka i i pilihannya i i akan i i jatuh i 

i pada ipenggunaan imetode isosiologis. 

Dalam imemilah ipenelitian iini imenggunakan imetode ideskriptif ianalisis, 

iyaitu imeneliti, imenjabarkan idan imemberikan igambaran iyang iterperinci30
 

imengenai isinkronisasi iBPK iterhadap iKPK idalam imenjalankan itugas idan 

ifungsinya idalam imemberantas ikorupasi iyang iselanjutnya iditeliti isecara 

ianalisis idan isistemais ikemudian iditarik isuatu ikesimpulan. 

 

2. Jenis idan iSumber iPenelitian 

Jenis idata iyang idipilih iadalah ijenis idata ikualitatif iyaitu idata iyang 

idikumpulkan i i iberupa i i iperaturan i i iperundang-undangan, i i icatatan-catatan 

iberupa iringkasan idari ijurnal-jurnal, ibuku-buku, idan ipendapat ipara ipakar 

 
28

 iSutrisno iHadi, iMetodologi i Research iI, iCetakan iXVII, iYayasan iPenerbit iFakultas iPsikologi 

iUGM, iTanpa iTahun iTerbit. 
29

 iJohny iIbrahim, i Teori idan iMetodologi i Penelitian i Normatif, i Op . C i t .  i h lm. 38. 
30)Badudu, iet.al, i“Kamus iUmum iBahasa iIndonesia,” iPustaka iSinar iHarapan, iJakarta, i2001, i 

ihlm.1352, i iyang idimaksud idengan ispesifikasi iadalah imemilah idan imemperinci. 
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iyang itidak idinyatakan idalam inotasi iangka. iData itersebut imerupakan idata 

iyang idituangkan idalam ijawaban iatas ipertanyaan ipenelitian iyang idiajukan 

iterhadap imasalah iyang idirumuskan. 

Adapun i sumber i data i terbagi i kedalam i beberapa i bagian, i yaitu 

i sebagai iberikut: 

1) Data iPrimer 

Data iprimer imerupakan idata iasli iyang idiperoleh iPenulis idari itangan 

iawal, idari isumber iasalnya iyang ipertama, iyang ibelum idiolah idan 

idiuraikan iserta idianalisis ioleh iorang ilain, iyang idiperoleh idari iketerangan 

idan ipenjelasan ipihak-pihak idi iobjek ipenelitian. 

2) Data iSekunder 

Data isekunder imerupakan idata iyang idiperoleh idengan icara 

imempelajari iberbagai iliteratur iyang iberkaitan idengan imasalah iyang 

iditeliti, ibaik iberupa iaturan-aturan ihukum iyang iberlaku i atau ibuku-buku 

iyang irelevan idengan iperamasalahan ipenelitian, ijurnal-jurnal, idata-data 

idari iinstansi iterkait, idan idata ilain iyang irelevan idengan imasalah iyang 

iberhubungan i dengan i sinkronisasi iBPK iterhadap iindependensi 

ikewenangan iKPK idalam ipemberantasan ikorupsi.. i Di i dalam 

i penelitian i hukum, idata isekunder imencakup:31 

1. Bahan iHukum iPrimer, iyaitu ibahan-bahan ihukum iyang imengikat idan 

iterdiri idari: 

a) Undang-Undang i Dasar i Negara i Republik i Indonesia i Tahun 

i1945 isetelah iamandemen; 

b) Undang-Undang iNo. i19 iTahun i2019 iTentang iPerubahan iKedua 

iAtas iUndang-Undang iNomor i30 iTahun i2002 iTentang iKomisi 

iPemberantasan iTindak iPidana iKorupsi; 

 
31

 iSoerjono i Soekanto i dan i Sri i Mamudji i dalam i Soerjono i Soekanto, i Pengantar i 

iPenelitian i iHukum, i(Jakarta: i UI iPress), i2010, i12. 
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2. Bahan i Hukum i Sekunder, i yaitu i bahan i yang i memberikan 

ipenjelasan imengenai ibahan ihukum iprimer, iseperti iRancangan 

iUndang-Undang, i i i hasil-hasil i i i penelitian, i i i hasil i i i karya i i i dari 

ikalangan i i ihukum i i iyang i i itentunya i i iberkaitan i i idengan i i iobjek 

ipenelitian iPenulis idalam ikarya iilmiah iini. 

3. Bahan iHukum iTersier, iyaitu ibahan iyang imemberikan ipetunjuk 

imaupun ipenjelasan iterhadap ibahan ihukum iprimer idan ibahan ihukum 

isekunder, iseperti ikamus, iensiklopedia, iindeks ikumulatif idan ilain 

isebagainya iyang iberkaitan idengan iobjek ipenelitian iPenulis. iJadi, 

ipenelitian ihukum iyang idilakukan idengan icara imeneliti ibahan 

ipustaka iatau idata isekunder ibelaka idapat idinamakan ipenelitian 

ihukum inormatif iatau ipenelitian ihukum ikepustakaan. 

Data itersier imerupakan idata iyang imemberikan ipenjelasan 

iterhadap idata iprimer idan idata isekunder. iData iini ibersifat itambahan 

iyang imerupakan ipenunjang idan idata ipelengkap idari idata-data 

ilainnya. iBahan iini idapat iberupa ikamus ihukum iataupun iensiklopedia, 

idapat ijuga iberupa ikesimpulan idan ipendapat idari ipara isarjana ilain 

iyang iPenulis iringkas idan imemiliki iketerkaitan idengan iobjek 

ipenelitian iPenulis idalam ikarya iilmiah iini 

3. Teknis iPengumpulan iData 

Di idalam imengumpulkan idata, ipeneliti imelakukan ipenelitian 

ikepustakaan idan iPenelitian iLapangan. i 

a. Penelitian ikepustakaan idengan ijalan imengumpulkan, imempelajari idan 

imenganalisis idata isekunder iberupa iperaturan iperundang-undangan, 

ibuku-buku, idan isumber ilainnya i(majalah, ikoran, idan ikarya iatau ihasil 

ipenelitian ipenulisan ihukum iorang ilain iserta iinternet) iyang iberhubungan 

ilangsung idengan imateri ipenelitian. i 

b. Penelitian ilapangan idilakuakn idengan imencari iinformasi iseputar 

ipermaslaahan iyang idibahas ipeneliti idengan imengunjungi iobjek 
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ipenelitian iserta imenggali iinformasi iyang idiperlukan idi iKomisi 

iPemberantasan iKorupsi ibaik isecara ilangsung imaupun isecara ionline 

i(website) idikarenakan iadanya ipandemic. 

4. Prosedur iAnalisis iData 

Analisis idata iadalah iproses imenafsirkan iatau imemaknai isuatu idata. 

iAnalisis idata isebagai itindak ilanjut iproses ipengolahan idata imerupakan 

ipekerjaan iseorang ipeneliti iyang imemerlukan iketelitian, idan ipencurahan idaya 

ipikir isecara ioptimal, idan isecara inyata ikemampuan imetodologis ipeneliti 

idiuji.32
 iData i i yang i i sudah i i dikumpulkan i i kemudian i i secara i i umum i 

i dianalisis imelalui ilangkah-langkah isebagai iberikut: 

a. Mengkaji i semua i data iyang i terkumpul i dari i berbagai i sumber i baik 

isumber iprimer imaupun isumber isekunder; 

b. Menginventarisir i seluruh i data i dalam i satuan-satuan i sesuai i dengan 

imasalah iyang iditeliti; 

c. Menghubungkan idata idengan iteori iyang isudah idikemukakan idalam 

ikerangka ipemikiran; 

d. Menarik i kesimpulan i dari i data-data i yang i dianalisis i dengan 

imemperhatikan irumusan imasalah idan ikaidah-kaidah isehingga idiperoleh 

isuatu ikesimpulan idan igambaran isesuai idengan iidentifikasi imasalah. 

Hasil ianalisis iini idiharapkan idapat idigunakan iuntuk imenjawab 

ipermasalahan iyang idikemukakan idalam iTesis iini idan iakhirnya idapat 

idigunakan iuntuk imenarik isuatu ikesimpulan idan imemberikan isaran 

iseperlunya. iAdapun ianalisis idata iyang iPenulis igunakan iadalah ideskriptif 

ikualitatif, iyaitu imenggambarkan isecara ilengkap ikualitas idan ikarakteristik 

idari i idata-data i iyang i isudah i iterhimpun i idan i isudah i idilakukan i ipengolahan 

isehingga idapat idibuat isuatu ikesimpulan.33 

 
32

 iBambang i Waluyo, i Penelitian i Hukum i dalam iPraktik, i (Jakarta: i Sinar iGrafika), i 1996, i72. 
33

 iSri iMamudji, i et.al., iMetode i Penelitian i Hukum, i Cetakan i Pertama, i (Jakarta: i Fakultas 

i Hukum i UI), i2005, i67. 
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5. Tempat idan iWaktu iPenelitian 

Penelitian iini idilakukan idi ibeberapa ilokasi, iantara ilain: 

a. Komisi iPemberantasan iKorupsi i(website); 

b. Perpustakaan iUniversitas iPadjadjaran iBandung iyang iberalamat idi iJalan 

iDipati iUkur iNo. i35, iLebakgede, iKecamatan iCibolang, iKota iBandung. 

c. Perpustakaan i i iUniversitas i i iIslam i i iNegeri i i iSunan i i iGunung i i iDjati 

iBandung iyang iberalamat idi iJalan iA.H. iNasution iNo. i105 iBandung; i 

d. Perpustakaan iProgram iPascasarjana iUniversitas iIslam iNegeri iSunan 

iGunung i i Djati i i Bandung i i yang i i beralamat i i di i i Jalan i i Cimencrang 

iBandung. 


